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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan
apa yang dimaksud penganiayaan yang berakibat luka berat dan bagaimana sanksi
bagi pelaku penganiayaan yang berakibat luka berat menurut hukum pidana islam.

Data penelitian dihimpun melalui pembahasan dan kajian teks (text reading)
dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penganiayaan yang berakibat luka
berat menurut hukum pidana islam ialah perlakuan sewenang-wenang terhadap
seseorang yang mengakibatkan luka parah akan tetapi tidak sampai menimbulkan
kematian. Berbicara tentang sanksi, tentunya ada sanksi yang diperuntukkan bagi
pelaku kejahatan tersebut. Sanksi bagi pelaku penganiayaan yang berakibat luka berat
adalah qisās dan diyat, tergantung seberapa berat akibat yang ditimbulkan.
Semisal luka muwadhohah luka tersebut dapat dikenakan qis ās
dilakukan dengan sengaja. Sedangkan luka jaarifah dikenakan hukuman diyat.
Walaupun luka ini termasuk kategori luka berat akan tetapi para fukoha sudah
sependapat bahwa luka tersebut hanya dikenakan sanksi diyat.

Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa hukum Pidana Islam merupakan
system hokum yang paling kuat pengadopsiannya terhadap aspek penjeraan bila
disbanding dengan sistem pidana lain. Islam memandang sifat penjeraan merupakan
hal yang paling utama dalam pemberian hukuman. Kekentalan sifat penjeraan dalam
teori hukuman dalam Islam, baik penjeraan terhadap si pelaku maupun masyarakat
inilah yang umumnya mendukung pandangan teori penjeraan ini sebagai motivasi di
balik ayat-ayat tentang pemberian hukuman.

Sejalan dengan kesimpulan diatas hukum pidana islam mempunyai dua aspek
dalam pemberian sanksi yakni :
1. Preventif (pencegahan)
2. Represif (Pendidikan)

Oleh sebab itu, pemberian hukuman dalam Pidana Islam mengacu pada
realisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.

vi
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan pencerminan dari keadaan masyarakat, tumbuh dan

timbulnya dari kesadaran masyarakat, sehingga hukum itu tak dapat di lepaskan

dari sifat suatu bangsa. Selain itu, hukum berguna untuk menyalurkan kehendak

masyarakat menuju realisasi cita-cita masyarakat. Jadi hukum berpengaruh pula

terhadap masyarakat dan masyarakat-masyarakat berpengaruh pula terhadap

hukum. 1

Tindak pidana kejahatan di samping sebagai masalah kemanusiaan, juga

merupakan masalah sosial. Karena banyak usaha penanggulangannya, salah

satunya adalah memakai hukum, peraturan-peraturan tentang hukum pidana yang

berlaku di Indonesia pada dasarnya bukan ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Kitab

undang-undang hukum pidana atau KUHP, yang diberlakukan di Indonesia sejak

Januari 1918, adalah merupakan asas konkordasi dari hukum pidana nasional

negeri Belanda (Wetback Van Stiaffecht Nederlandsch – Indie) 1886. Dan sejak

adanya undang-undang tahun 1958 No. 73, yang menentukan berlakunya undang-

undang tahun 1946 No. 1 tentang peraturan hukum pidana, bagi seluruh rakyat

Indonesia, peraturan-peraturan tersebut direvisi dengan diadakan perubahan dan

1 Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, h. 147
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penambahan yang tersusun dalam sebuah buku induk. Buku induk pada akhirnya

dikenal dengan kitab undang-undang hukum pidana. 2

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum mempunyai

tujuan sebagaimana yang termuat didalam pembukaan UUD 1945 yakni:

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan

untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

dan keadilan sosial. 3 Inilah yang merupakan tujuan nasional negara dan sekaligus

menjadi landasan, dasar berpijak dan derap langkah dalam politik, ekonomi,

sosial budaya pertahanan dan keamanan secara nasional.

Pada masa perkembangan zaman seperti ini masih saja banyak di jumpai

kejahatan-kejahatan yang semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan

masyarakat, hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya. Tentu saja kejahatan-

kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat sangat mengganggu keamanan

sehingga hal ini sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku

kejahatan tersebut, suatu misal perbuatan pidana akan kejahatan yang sering

terjadi dan tidak asing lagi dimasyarakat adalah tindak pidana penganiayaan.

Yang mana sampai saat ini terjadi dikalangan masyarakat baik itu berupa

penganiayaan ringan ataupun penganiayaan berat yang sampai membuat luka-

luka berat seseorang.

2 Mueljatno, KUHP, h. v
3 Amandemen UUD 1945, h. 2
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R. Soesilo di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berpendapat

bahwa :

Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan. Penganiayaan
menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja
menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka. 4

Apalagi dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

(IPTEK) yang pesat dewasa ini, tidak saja membawa manfaat yang besar bagi

kehidupan manusia tetapi juga menimbulkan berbagai akibat sampingan (side

effect) yang negatif, salah satunya adalah meningkatnya kejahatan baik dari segi

kualitas ataupun dari segi kuantitas.

Tuntutan agar dijatuhkannya sanksi yang membuat jera terhadap

pelanggaran hak-hak perorangan yang dalam hal ini adalah tindak kejahatan yang

berbahaya berupa pembunuhan, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan

pemalsuan. Sebenarnya sanksi itu bertujuan untuk memelihara dan menciptakan

kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah. 5

Dalam Al-Qur’an Allah berfirman Q.s. al-Maidah ayat 33.

4 R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, h. 245
5 A. Djazuli, Fiqih Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), h. 25
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“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan
Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau
di salib, atau di potong tangan dan kaki mereka dengan timbal balik, atau
dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu
penghinaan untuk mereka di dunia dan akhirat mereka beroleh siksaan yang
berat”. 6

Secara umum tujuan hukum dapat disimpulkan, menjamin agar di dalam

masyarakat tercipta kedamaian dan keadilan bagi setiap orang, sehingga hak dan

kepentingan masyarakat itu terjamin. 7

Di dalam ajaran Islam, hukum bertujuan menciptakan kemaslahatan dan

kesejahteraan umat sehingga tidak akan meresahkan kebahagiaan dalam

kehidupan di dunia ini maupun di akhirat nanti. Dari aplikasi tujuan-tujuan

hukum, tujuan akhir adalah menyadarkan semua anggota masyarakat  untuk

berbuat baik dan menjahui perbuatan jelek, mengetahui kewajiban dirinya dan

menghargai hak orang lain sehingga apa yang diperbuatnya dikemudian hari

berdasarkan kesadaran. Dalam ungkapan lain perbuatan baiknya semata-mata

karena kesadaran hukum yang mengikat bukan karena takut hukum. 8 karena

Islam adalah untuk menjaga keselamatan umat, karena itu dalam Islam berlaku

kaidah kunci dalam penerapan hukum “menghindari kerusakan dan

mengutamakan keselamatan”.

Pelaku pelanggaran tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana

Islam sangat berat sanksinya baik di dunia ataupun di akhirat sebab dampak yang

6 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,  h. 211
7 Rien G. Kartasapoetra, Pengantar ilmu hukum lengkap, h. 49
8 Rahmat hakim, Hukum pidana islam (Fiqih Jinayah), h. 66
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ditimbulkan sangat buruk dan keji terhadap kehidupan manusia yang mana

penilaian tentu saja berbeda dengan KUHP sebab disamping hukuman itu dibuat

berdasarkan kemampuan juga kehendak dan pengalaman hidup manusia itu

sendiri sedangkan hukum pidana Islam hukum yang dibuat oleh Allah SWT,

pencipta manusia dengan demikian hukumnya pun berbeda walaupun

perbuatannya sama.

Berangkat dari semua tulisan ini penulis hendak menggambarkan bentuk

dari pada kejahatan penganiayaan dan sanksi hukum yang seharusnya diberikan

pada para pelaku tindak kejahatan dengan cara membandingkan KUHP dengan

hukum pidana Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, agar penulisan ini dapat dilakukan lebih

mendalam, maka pokok-pokok permasalahan yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud penganiayaan yang mengakibatkan luka berat menurut

hukum pidana Islam ?

2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku penganiayaan yang mengakibatkan

luka berat menurut hukum pidana Islam ?
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C. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai masalah tindak, pidana penganiayaan sebelumnya

sudah dibahas, diantaranya oleh Eko Wahyudi. 9 Akan tetapi tindak pidana

penganiayaan ini dilakukan oleh sekelompok orang terhadap satu orang maka

mereka semua terkena hukuman qisās. pengadilan Negeri Kabupaten Malang

memutuskan kepada tersangka Nur Faizin dan kawan-kawan telah melanggar

pasal 170 (2) KUHP. Dalam hukum pidana masing-masing pelaku dikenakan fiat

yaitu Nur Faizin Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) Mas’at Rp. 9.000.000 (sembilan

juta rupiah) Sukari dan Suliadi Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). Jadi menurut

hukum pidana Islam putusan pengadilan negeri Malang tentang kekerasan massa

belum dapat di pandang sebagai qis ās .

Di pihak lain Laily maimanah 10 tindak pidana penganiayaan berat yang

menjadi salah satu faktor penghalang kewarisan. Menurut pasal 173 huruf a khi

penganiayaan berat tersebut merupakan tindak pidana berat seperti halnya dalam

pembunuhan bahkan dampaknya sangat berbahaya bagi korban yang dapat

mengakibatkan penderitaan yang lebih parah dari pada pembunuhan baik secara

fisik maupun psikis, di samping juga dapat mengakibatkan kematian. Ketentuan

9 Eko Wahyudi dilahirkan pada tanggal 20 Agustus 1979 di Jember. Eko Wahyudi
menyelesaikan pendidikan di IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah jurusan siayasah jinayah
pada tahun 2005. Dengan judul skripsi "Tinjauan hukum Islam terhadap putusan pengadilan negeri
Malang tentang tindak pidana penganiayaan".

10 Laily Maimanah dilahirkan pada tanggal 15 Maret 1980 di Pamekasan. Laily Maimanah
menyelesaikan pendidikan di IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah jurusan ahwalur
Syakhsiyah pada tahun 2003 dengan judul skripsi penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan
study pasal 173 huruf a khi.
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yang terdapat dalam pasal tersebut juga turut menekan terjadinya kerawanan

sosial yang ditimbulkan yang sangat meresahkan dan dapat mengancam

ketentraman masyarakat.

Dalam kajian Eko Wahyudi kendati telah membahas "tindak pidana

penganiayaan" tetapi pembahasannya hanya seputar kekerasan manusia dan

penganiayaan yang dilakukan secara berserikat terhadap satu orang sehingga

pembahasan tersebut kurang mendetail. terlebih lagi Eko Wahyudi yang

dilakukan di pengadilan negeri Malang. sedangkan pembahasan penganiayaan

dalam skripsi ini yang lebih di titik beratkan pada pasal 90 Jo pasal 354 ayat I dan

ditinjau dari hukum pidana Islam. inilah yang menjadi perhatian dan akan dijawab

dalam penelitian ini.

Sedangkan kajian Laily Maimanah kendati telah membahas masalah

“tindak pidana penganiayaan berat” tetapi hanya dispesifikasikan dalam hal

kewarisan.

Sehingga dalam penelitian ini berbeda dengan pembahasan Eko Wahyudi

dan Laily Maimanah.

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui gambaran hukum Islam tentang tindak pidana

penganiayaan yang berakibat luka berat dan sanksinya.

Untuk mengetahui fiqih jinayah hukum Islam terhadap penganiayaan

yang berakibat luka berat dan sanksi hukumannya (study analisis terhadap pasal

90 Jo pasal 354 ayat I KUHP).
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E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua hal :

1. Kegunaan secara teoritis, yaitu dapat menjadi bahan acuan pada penelitian

berikutnya, khususnya yang menyangkut tindak pidana penganiayaan berat

terhadap pelaku kejahatan yang ditinjau dari sudut hukum pidana Indonesia

dan hukum pidana Islam.

2. Kegunaan secara praktis, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan untuk

mewujudkan ketertiban masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku

sehingga kasus tindak pidana penganiayaan berat terhadap pelaku kejahatan

menjadi berkurang.

F. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini perlu dipaparkan maksud dari konsep

penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau

mengukur variabel penelitian. Adapun yang dapat dijelaskan definisi operasional

adalah :

Penganiayaan :  Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja

untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang

lain. 11

Luka berat :  Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi

   harapan akan sembuh sama sekali, atau yang

   menimbulkan bahaya maut. 12

11 Marpaung Laden, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, h. 6
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Sanksi :  Peneguhan, tindakan (hukum) untuk memaksa orang

menepati janji atau menaati hukum. 13

Hukum pidana Islam :  Ketentuan hukum Islam yang tercantum dalam

   al-Qur’an, Hadist dan Fiqih.

G. Metode Penelitian

1). Data yang dikumpulkan

a. Penganiayaan berat menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana

positif di Indonesia.

b. Sanksi hukuman bagi pelaku penganiayaan yang berakibat luka berat

dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif Indonesia.

2). Sumber data

a. Sumber data primer

1. Depag RI Al-Qur’an dan terjemahnya Semarang karya Toha Putra

1998

2. KUHP dan KUHAP, Restu Agung Jakarta 2005

b. Sumber data sekunder

Karya-karya orang lain yang ada hubungannya dengan masalah

diatas yang diharapkan dapat membantu dan penyempurnaan penulisan ini.

12 KUHP dan KUHAP, h. 32
13 Pius A. Partanto, kamus Ilmiah Populer, h. 693
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3). Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terhimpun, akan dilakukan pengolahan data

dengan tahapan-tahapan berikut :

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh

terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna,

kesesuaian dan keselarasan satu sama lain.

b. Organisasi yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh

dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai

dengan pernyataan-pernyataan dalam rumusan masalah.

c. Penemuan hasil yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil

pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori,

serta dalil-dalil sehingga diperoleh simpulan-simpulan tertentu.

4). Metode Analisa Data

Karena penelitian yang dipakai adalah kualitatif maka analisa data yang

dipakai adalah deskriptif analitis, yaitu memaparkan objek kajian secara apa

adanya dan obyektif untuk kemudian dilakukan analisis kritis.

H. Sistematika Pembahasan

Setelah data terkumpul dan diolah serta dianalisis kemudian disusun

dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Mengingat dalam Bab I merupakan pendahuluan yang antara Bab satu

dengan bab yang lain saling berkaitan, maka penulis dalam bab I ini

mencantumkan latar belakang masalah, Rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
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penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan

sistematika pembahasan.

Bab II memuat landasan teori yang berisi tentang tinjauan umum tentang

peraturan mengenai pengertian penganiayaan menurut KUHP dasar-dasar

hukumnya unsur-unsur serta sanksi hukum menurut KUHP.

Bab III pembahasan yang berisi tinjauan umum tentang pengertian

penganiayaan yang berakibat luka berat menurut hukum pidana Islam dasar-dasar

hukumnya unsur-unsur serta sanksinya.

Bab IV memuat bab Analisa yang menganalisa data penelitian yang telah

dideskripsikan dalam bab sebelumnya guna menjawab masalah penelitian ini,

yaitu menganalisa penganiayaan yang berakibat luka berat beserta sangsi

hukumannya terhadap ketentuan pasal 90 Jo pasal 354 ayat 1 KUHP serta

relevansinya dengan hukum pidana Islam.

Dan dalam bab V yang merupakan bab penutup berisi dua sub bab yakni

"kesimpulan" yang merupakan kesimpulan dari pembahasan yang telah

didapatkan dan dijelaskan dan "saran" yang berisi saran dari penulis sesuai

dengan pokok permasalahan yang dibahas dan juga ditujukan kepada instansi

yang terkait.
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BAB II
TINJAUAN FIQIH JINAYAH

TERHADAP PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT LUKA BERAT

A. Pengertian Jinayah

Hukum pidana islam sering disebut dalam fiqih dengan istilah Jinayah

atau Jarimah 1. Pada dasarnya pengertian dari istilah Jinayah mengacu kepada

hasil perbuatan seseorang. Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan

yang dilarang di kalangan fuqoha. Perkataan Jinayah berarti perbuatan

perbuatan yang terlarang menurut syara. Meskipun demikian yang mengancam

keselamatan jiwa seperti pemukulan pembunuhan dan sebagainya 2. Dan dari

uraian Diatas dapat dijelaskan bahwa Jinayah adalah semua perbuatan yang

diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau

dicegah oleh syara’ (Hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut

mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal kehormatan dan

harta benda 3.

Sedangkan istilah Jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam

hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah

satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Dalam hukum positif

diistilahkan dengan tindak pidana pencurian tindak pidana pembunuhan dan

1 Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam, h.1
2 A. Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), h.1
3 Rahmat hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), h.15

12
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sebagainya, jadi dalam hukum positif Jarimah diistilahkan dengan delik atau

tindak pidana.

Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kedua istilah tersebut adalah

bahwa kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan secara

etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama

serta ditunjukkan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif, salah atau dosa.

Adapun perbedaannya terletak pada pemakaian arah pembicaraan serta dalam

rangka apa kedua kata itu digunakan 4

B. Dasar Hukum Fiqih Jinayah

Apabila menghadapi persoalan hukum yang tidak terdapat aturannya,

kita harus menetapkannya sebagai kebolehan. Artinya semua perbuatan atau

tindak berbuat atau yang berkaitan dengan suatu barang dianggap sebagai suatu

kebolehan yang asli bukan suatu kebolehan yang berasal dari syariat. Jadi semua

perbuatan tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran atau Jarimah sebelum

nyata nyata ada aturan (nash atau lainnya) yang berkaitan dengan aturan atau

nash. Disamping itu, suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu Jarimah

(delik atau tindak pidana) tidaklah cukup hanya sekedar dilarang peraturan saja.

Akan tetapi bersamaan dengan peraturan tersebut disertakan pula, konsekuensi

apa yang akan diperoleh kalau seandainya perbuatan itu dikerjakan atau

ditinggalkan. Sebab tanpa akibat hukum yang jelas, tanpa sanksi yang jelas yang

menyertai peraturan tersebut, pelanggaran terhadap aturan tidak mempunyai arti

4 Rahmat hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), h.15
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apapun bagi pelaku. Itu berarti pelakunya tidak dianggap telah berbuat Jarimah

dan dia tidak dapat dihukum. 5

Dalam hal ini Allah sebagai pembuat syariat tidak mengazab suatu

bangsa sebelum Allah memberikan pemberitahuan, penjelasan terlebih dahulu

peraturan tersebut melalui utusan utusan Nya. Hal tersebut dapat kita lihat dalam

surat al Isra ayat 15 dan surat al Qashash ayat 59 dan an Nisa’ ayat 93.

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya
dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang
sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan
seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak
akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul. 6

Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus
di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada
mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali
penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. 7

5 Rahmat hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), h.45-46
6 Depag.RI, Alqur’an dan terjemahnya, h. 540
7 Depag.RI, Alqur’an dan terjemahnya, h. 776
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Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka
balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka
kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya 8

Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan yang diwajibkan atau

yang dilarang itu harus diketahui dengan melalui aturannya agar bisa ditaati

dengan cara meninggalkan yang dilarang dan melakukan yang diwajibkan.

Hal ini pun mengharuskan adanya aturan terlebih dahulu. Oleh karena itu,

terdapat suatu kaidah :

Tidak ada Jarimah (tidak kejahatan) dan tidak ada hukuman tanpa adanya
aturan 9.

C. Unsur-unsur fiqih Jinayah

Secara singkat dapat dijelaskan  bahwa suatu perbuatan dianggap delik

(Jarimah) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun Jarimah dapat

dikategorikan menjadi 2 (dua) : pertama, rukun umum, artinya unsur-unsur yang

harus terpenuhi pada setiap Jarimah. Kedua, unsur khusus, artinya unsur unsur

yang harus terpenuhi pada jenis Jarimah tertentu 10.

Adapun yang termasuk dalam unsur unsur umum Jarimah adalah :

8 Depag.RI, Alqur’an dan terjemahnya, h. 173
9 A. Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), h. 7-8
10 Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam, h.9
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a. Adanya nash, yang melarang perbuatanda jenis jaiit,ah terten ‘ –perbuatan

tertentu yang disertai aniaya hukum atas perbuatan perbuatan di atas. Unsur

ini dikenal dengan istilah unsur formal (al Ruth Al syar’i)

b. Adapun unsur perbuatan yang membentuk Jinayah baik berupa melakukan

perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.

Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material (al Rut Al Nadi)

c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khibah atau dapat

memahami taflif, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, sehingga

mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini

dikenal dengan istilah “Unsur moral” (al Rukn al Adabi) 11

Unsur-unsur umum di atas tidak selamanya terlihat jelas dan terang,

namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan

hukum pidana Islam dan sisi kapan peristiwa pidana terjadi.

Kedua, unsur khusus. Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur

yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (Jarimah) tertentu dan berbeda

antara unsur khusus pada jenisJarimah yang satu dengan jenis Jarimah yang

Iainnya. Misalnya pada jariyah pencurian, harus terpenuhi unsur perbuatan dan

benda. Perbuatan itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi barang itu

milik orang lain secara sempurna dan benda itu sudah ada pada penguasaan

pihak pencuri. Syarat yang berkaitan dengan .benda, bahwa benda itu berupa

harta, ada pada tempat penyimpanan dan mencapai satu nisab 8. Unsur khusus

11 A. Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), h. 3
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yang ada pada Jarimah pencurian tidak sama dengan Jarimah birabah

(penyamunan), pelakunya harus mukalaf, membawa senjata, jauh dari

keramaian dan menggunakan senjata. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa antara unsur yang umum dan khusus pada ijtimah ada perbedaan. Unsur

umum Jarimah macamnya hanya satu dan sama pada setiap Jarimah, sedangkan

unsur yang khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis

Jarimah 12

D. Bentuk-bentuk Jinayah

Para ulama membagi masalah Jinayah menjadi tiga bagian. Pembagian

ini didasarkan terhadap bobot hukuman yang dikenakan terhadap pelaku

Jarimah, sedangkan hukuman itu sendiri didasarkan atas ada tidaknya dalam

nash al qur’an dan as sunnah 13

a. Jarimah Hudud yaitu perbuatan melanggar hukum

Yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman

had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas

terendah dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau

walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri) 14.

Hukuman Jarimah ini snngat jelas diperuntukkan bagi

setiapJarimah. Karena hianya ada satu macam hukuman untuk setiap

Jarimah, tidak ada pilihan hukuman bagi Jarimah ini dan tentu saja tidak

12 Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam, h. 11
13 Rahmat hakim, Hukum Pidana Islam, h. 25
14 Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam, h. 12
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mempunyai batas tertinggi maupun terendah seperti layaknya hukuman

yang lain.

Dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelaku yang telah nyata-

nyata berbuat Jarimah yang masuk ke dalam kelompok hudud tentu dengan

segala macam pembuktian, hakim tinggal melaksanakannya apa yang telah

ditentukan syara. Jadi, fungsi hakim terbatas pada penjatuhan hukuman

yang telah ditentukan tidak berijtihad dalam memilih hukuman.

Adapun Jarimah yang termasuk dalam kelompok hudud menurut,

para Ulama, ada tujuh macam Jarimah, yaitu perzinahan, qadzaf atau

(menuduh orang berzina), asyrib atau minum-minunan keras, sariqah atau

pencurian, hirabah atau pembegalan, al-baghyu atau pemberontakan, dan

riddah atau keluar dari agama Islam. 15

b. Jarimah qisās / diyat

Seperti halnya Jarimah hudud, Jarimah qis ās / diyat pun telah

ditentukan jenisnya maupun besar hukumannya. Jadi, Jarimah ini pun

terbatas jumlahnya dan hukumannya pun tidak mengenal batas tertinggi

maupun terendah karena hukuman untuk Jarimah ini hanya satu untuk

setiap Jarimah.

Satu-satunya perbedaan Jarimah qis ās / diyat dengan Jarimah

hudud adalah Jarimah qis ās / diyat menjadi hak perseorangan atau

hak adami membuka kesempatan pemanfaatan bagi si pembuat Jarimah

15 Rahmat hakim, Hukum Pidana Islam, h. 27
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oleh orang yang menjadi korban, wali atau ahli warisnya. Jadi, dalam kasus

Jarimah qis ās / diyat ini, korban atau ahli warisnya dapat memaafkan

perbuatan si pembuat Jarimah, menjadi qis ās  dan menggantinya

dengan diyat atau meniadakan diyat sama sekali.

Untuk menjamin ketertiban dan keamanan yang berkenaan dengan

nyawa dan anggota badan lainnya. qis ās  dipandang lebih menjamin

dari pada jenis hukum lainnya Seseorang akan berpikir dua kali untuk

membunuh misalnya kalau akibat yang bakal dia terima persis seperti apa

yang dia lakukan terhadap orang lain.

Perbedaan qis ās  dengan diyat adalab qis ās  merupakan

bentuk hukuman bagi pelaku Jarimah terhadap jiwa dan anggota badan

yang dilakukan dengan sengaja. Adapun diyat merupakan hukuman yang

dijatuhkan bagi pelaku Jarimah dengan objek yang sama (nyawa dan

anggota badan), tetapi dilakukan tanpa sengaja.

Jarimah yang termasuk dalam kelompok Jarimah qis ās  / diyat

terdiri atas lima macam. Dua Jarimah masuk dalam kelompok Jarimah

Qis as  yaitu pembunuhan sengaja dan pelukaan dan penganiayaan

sengaja. Adapun tiga Jarimah termasuk dalam kelompok diyat yaitu

pembunuhan tidak disengaja pembunuhan semi sengaja dan pelukaan
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(penganiayaan) tidak sengaja. Di samping itu, diyat merupakan hukuman

pengganti dari hukuman qis ās  yang dimaafkan. 16

c. Jarimah Ta’zir, yaitu memberi pelajaran, artinya suatu Jarimah yang

diancam dengan hukum Ta’zir yaitu hukuman selain had dan qis ās /

diyat. Pelaksanaan hukuman Ta’zir, baik yang jenis larangannya ditentukan

oleh nash atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak

perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

Hukuman dalam Jarimah Ta’zir tidak ditentukan ukurannya atau

kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan

sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian yang

mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan

hukuman kepada pelaku Jarimah. 17

E. Hukuman dan prinsip Jinayah

Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan

kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal- hal yang mafsadah karena

islam itu sebagai rahmatan lil’alamin, untuk memberi petunjuk dan pelajaran

kepada manusia. 18

Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu Jarimah menurut

islam adalah pertama, pencegahan serta balasan dan kedua adalah perbaikan dan

pengajaran. Dengan tujuan tersebut, pelaku Jarimah diharapkan tidak

16 Rahmat hakim, Hukum Pidana Islam, h. 27-29
17 Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam, h. 13
18 A. Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), h. 25
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mengulangi perbuatan jeleknya. Disamping itu, juga merupakan tindakan

preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

Disamping itu, Jarimah juga bertujuan untuk mengusahakan kebaikan

serta pengajaran bagi pelaku Jarimah dengan tujuan ini, pelaku Jarimah

diarahkan dan dididik untuk melakukan perbuatan baik serta meninggalkan

perbuatan jahat 19

Dari pemaparan Diatas dapat kita lihat bahwa hukuman dalam hukum

pidana islam sangat memperhatikan nilai-nilai sosial serta mengedepankan asas

kemaslahatan umat manusia

Setelah kita mengetahui apa itu hukuman selanjutnya beranjak keprinsip

prinsip hukuman. Adapun prinsip dasar untuk mencapai tujuan pemidanaan oleh

ulama fiqih harus memenuhi beberapa kriteria.

1. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari

melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi

pelaku Jarimah

2. Penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan

masyarakat (maslahat)

3. Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan

pribadi dan masyarakat adalah hukuman yang disyaratkan karena harus

dijalankan

19 Rahmat hakim, Hukum Pidana Islam, h. 63
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4. Hukuman dalam islam hal balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan

terhadap pelaku tindak pidana

Khusus dalam masalah tindak pidana (criminalact), maka ada dua hal

yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan suatu mata rantai yang tidak akan

pernah berputus yaitu kejahatan dan hukuman. Suatu bentuk perintah dan

larangan saja tidak cukup mendorong seseorang untuk meninggalkan suatu

perbuatan atau melaksanakannya, untuk itu diperlukan sanksi berupa hukuman

bagi siapa saja yang melanggarnya 20.

F. Pengertian Jarimah Pelukaan yang berakibat luka berat

Dalam kamus bahasa “Penganiayaan” disebut sebagai perbuatan yang

menyakiti atau menganiaya manusia atau binatang kezaliman, penindasan dan

menyakitkan.

Adapun kata penganiayaan dalam istilah hukum Islam dapat diartikan

dengan kata Jarimah dalam larangan syara’ yang di ancam oleh Allah SWT

dengan hukuman had atau tazir. Istilah Jarimah mempunyai kandungan arti

yang sama dengan kata Jinayah, dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan

istilah pidana delik atau tindak pidana.

Jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt baik perbuatan

itu merugikan jiwa, harta, atau lainnya.

Para fuqoha dalam mendefinisikan Jinayah terjadi perselisihan pendapat

antara lain :

20 Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam, h. 40-41
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a. Menurut Sayyid Sabiq

Jinayah adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat

melakukannya perbuatan yang dilarang ialah ; setiap perbuatan yang

dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan

bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal (intelegensi), harga diri dan

harta benda. 21 Bila ditarik dalam Konteks  kejahatan terhadap tubuh maka

penganiayaan merupakan tindakan seseorang merusak anggota tunggal atau

yang berpasangan milik orang lain.

b. Menurut Abdul Qodir Audah

جنا یة وھي فغل محر م شم عا سو ا و قع الفعل على نفس اوما ل عیر ولك 

   Artinya  :  Perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu
mengenai jiwa, harta benda atau lainnya 22

Menurut Abdul Qodir Audah bila ditarik dalam konteks kejahatan atau

Jinayah yang berkenaan dengan tubuh (penganiayaan). Ia memberikan

pengertian penganiayaan sebagai tindak penyerangan yang tidak sampai

mematikan seperti pelukaan dan pemukulan. 23

Dari uraian beberapa tokoh tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa

Jarimah pelukaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh

21 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terjemah A. Ali, Fiqih Sunnah  jilid 10, h. 11
22 Abdul Qodir Audah, at tasyri al Jina’i al Islami, h. 67
23 Abdul Qodir Audah, at tasyri al Jina’i al Islami, h. 74
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seorang untuk menyakiti orang lain atau menyiksa orang lain. Sedangkan kata

“berat” bila dikaitkan dengan luka mempunyai pengertian parah. 24

Jadi dapat kita simpulkan penganiayaan yang mengakibatkan luka

berat ialah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk

menyakiti orang lain atau menyiksa orang yang mengakibatkan luka parah

pada seseorang yang teraniaya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak sampai

menimbulkan kematian.

Dengan demikian, suatu tindak pidana penganiayaan dikatakan

sebagai tindak pidana penganiayaan berat dalam hukum pidana Islam bila

akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut telah memenuhi kategori

luka yang sangat parah dalam fiqih sunnah terdapat sepuluh luka muka akan

tetapi yang dapat dikategorikan luka berat adalah sebagai berikut : 25

1. al-Muwadhahah (luka yang sampai ke tulang sehingga tampak tulangnya).
2. Munaqqilah (luka samping tulang) dan mematahkannya sehingga tergeser

dari tempatnya.
3. Hasyimah (luka sampai pecah tulang).
4. Mudihah (luka sampai kelihatan tulang).
5. Ja’ifah (perlukaan rongga badan) atau luka yang dalam.

Hal ini merupakan beberapa contoh kecil luka-luka yang ditimbulkan

oleh pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Tentunya tidak

menutup kemungkinan banyak luka-luka lainnya yang dapat dikategorikan

sebagai penganiayaan yang berakibat luka berat.

24 W. JS. Purwodamita, Kamus Umum Bahasa Indonesia. h. 125
25 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terjemah A. Ali, Fiqih Sunnah  jilid 10, h. 107
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G. Dasar Hukum Jarimah Pelukaan yang berakibat luka berat

Untuk mengetahui hukuman yang diterapkan oleh Allah Swt terhadap

Jarimah pelukaan, itu harus dilihat tentang lukanya sendiri, ada yang terkena

hukuman qis ās atau diyat bila syarat-syarat qis ās

Pengertian qis ās Jarimah dijatuhi hukuman

(dibalas) setimpal dengan perbuatannya, jadi dibunuh bila ia membunuh, atau

dianiaya kalau mereka menganiaya. Hukuman qis ās dijatuhkan atas

pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja. 26

Dalam al-qur’an menjelaskan undang-undang yang tercantum kitab

taurat mengenai hukuman qis ās  dalam Q.s. al Maidah ayat 45.

Artinya  :
Dan kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At-Taurat)

bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan
hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada
qishasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qishash)nya, maka melepaskan
hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara
menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang
zalim. 27

26 Al Hanafi, asas-asas hukum pidana Islam. h. 279
27 Depag.RI, Alqur’an dan terjemahnya . h. 215
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Dari penjelasan diatas maka jelas sekali bahwa Islam memandang berat

terhadap orang yang melakukan kelalaian terhadap jiwa dengan hukuman yang

setimpal terhadap pelakunya yaitu hukuman qis ās .

Menurut Sayyid Sabiq pelukaan secara sengaja tidak mewajibkan

qis ās  kecuali apabila hal itu memungkinkan, sehingga ada kesamaan dengan

luka (korban) tanpa lebih kurang. Apabila persamaan dalam hal tersebut tidak

bisa direalisasikan kecuali dengan sedikit kelebihan atau untung-untungan, atau

akan menimbulkan bahaya pada diri orang yang di qishash maka qishash tidak

wajib, dan sebagai penggantinya adalah diyat. 28

Qis ās  selain jiwa mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pelaku berakal

2. Sudah mencapai umur baligh

Yang dimaksud baligh adalah adakalanya karena mimpi bersenggama atau

karena faktor umur. Batas maksimal kebalighan seseorang berdasarkan umur

adalah delapan belas tahun, dan batas minimal adalah lima belas tahun, ini

berdasarkan hadist riwayat sahabat Ibnu Umar.

3. Motivasi kejahatan disengaja.

4. Hendaknya darah orang yang dilukai sederajat dengan darah orang yang

melukai. Yang dimaksud dengan kesederajatan disini ialah hanya dalam hal

kehambaan dan kekafiran. 29

28 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terjemah A. Ali, Fiqih Sunnah  jilid 10, h. 75
29 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terjemah A. Ali, Fiqih Sunnah  jilid 10, h. 73
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Disamping ada hukuman qis ās  bagi orang yang melakukan Jarimah

pelukaan atau penganiayaan, ada hukuman lain berupa diyat yang meliputi denda

sebagai ganti qis ās  dan denda selain qis ās diyat ini

bersumber pada Q.s. an-Nisa ayat 92 yaitu :

Artinya  :
Dan tidak layak lagi bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang
lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barang siapa membunuh
seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba
sahaya yang beriman serta membayar Diyat yang diserahkan kepada
keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh)
bersedekah jika ia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin,
maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan
jika ia (si terbunuh) dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka
dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar Diyat yang diserahkan
kepada keluarganya (si terbunuh) serta merdekakanlah hamba sahaya yang
mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya maka hendaklah ia (si
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pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah
SWT. Dan Allah SWT maha mengetahui lagi maha bijaksana. 30

H. Unsur-unsur Jarimah Pelukaan yang berakibat luka berat

Suatu Jarimah perbuatan dipandang sebagai tindak pidana, terutama

tindak pidana penganiayaan, jika perbuatan itu mengandung unsur-unsur yang

telah terpenuhi sebagai berikut : 31

1. Adanya unsur syara’ maksudnya yaitu adanya ketentuan yang melarang

perbuatan tertentu yang menunjukkan sebagai suatu tindak pidana

penganiayaan.

Unsur tersebut sesuai dengan prinsip yang mengatakan bahwa suatu

tindak pidana belum bisa dikatakan sebagai tindak pidana penganiayaan

sebelum dinyatakan dalam ketentuan syara’ yaitu melarang perbuatan

melanggar hukum dan mendapatkan hukuman dari perbuatan itu. Unsur

tersebut bila dikaitkan dengan unsur-unsur Jinayah ini merupakan unsur

formil yaitu adanya nash yang melarang perbuatan Jarimah itu dan ada

sanksi terhadap perbuatan tersebut atau dikenal dengan istilah al-Rukn al-

Syari.

2. Adanya unsur perbuatan melawan hukum yang benar-benar dilakukan unsur

ini sangat penting bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana

penganiayaan harus mendapatkan hukuman yang telah ditetapkan dalam

30 Depag.RI, Alqur’an dan terjemahnya. h. 172
31 Abdul Qodir Audah, at tasyri al-Jina’i al Islami, h. 15 - 16
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Nash. Unsur tersebut bila dikaitkan dengan unsur-unsur Jinayah adalah

unsur materil. Unsur ini merupakan adanya tingkah laku yang membentuk

Jarimah, baik berupa perbuatan yang nyata maupun sikap tidak berbuat.

Unsur itu dikenal dengan istilah al-Rukn al-madi.

3. Adanya unsur niat, maksudnya yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat

tindak pidana yang hanya dikenakan atas orang-orang yang baligh. Unsur

ini bila dikaitkan dengan unsur-unsur Jinayah adalah unsur moril, yaitu

adanya kemampuan atau kecakapan bertanggung jawab terhadap Jarimah

yang di perbuatnya. Unsur ini dikenal dengan istilah al Rukn al-adabi.

Ketiga unsur tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk

menentukan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana penganiyaan.

Dan pelaku tindak pidana tersebut dikenakan hukuman Diyat dan tazir

bahkan bisa saja dikenakan hukuman qishash, apabila hal itu diperlukan.

Menurut Djazuli dalam bukunya fiqih Jinayah disamping unsur

Diyatas dalam suatu perbuatan Jinayah ada pula unsur yang tak kalah

pentingnya yaitu unsur khusus maksudnya unsur yang hanya berlaku

didalam suatu Jarimah dan tidak sama dengan unsur khusus Jarimah

lainnya. 32

32 A. Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), h. 3



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30

I. Sanksi Jarimah Pelukaan yang berakibat luka berat

Sebelum kita membahas sanksi yang diperlakukan bagi pelaku

penganiayaan tentunya kita harus mengetahui pengertian dan tujuan hukuman.

Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan

kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena

Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, untuk memberi petunjuk dan pelajaran

kepada manusia.

Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga

masyarakat dan tertib sosial. Bagi Allah sendiri tidaklah akan memadharatkan

kepada-Nya apabila manusia di muka bumi taat kepada-Nya.

Setelah kita mengetahui maksud pokok hukuman maka kita beranjak ke

tujuan hukuman, sebagai berikut :

Hukuman diterapkan meskipun tidak disenangi demi mencapai

kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Dengan demikian, hukuman yang

baik adalah :

a). Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat. Atau menurut ibn

Hammam dalam Fathul Qadir bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum

terjadinya perbuatan (preventif) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan

(represif).

b). Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada

kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki

beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Demikian pula sebaliknya,
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bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman,

maka hukumannya diperingan.

c). Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan

berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya,

seperti dikatakan oleh ibn Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan

sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan

Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi

orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya

harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya, seperti

seorang bapak yang memberi pelajaran kepada anaknya, dan seperti seorang

dokter yang mengobati pasiennya.

d). Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh

ke dalam suatu maksiat. 33

Dalam asas-asas hukum pidana Islam tindak pidana atau Jarimah

dapat ditinjau dalam berbagai aspek, sehingga tindak pidana atau Jarimah

dapat diklasifikasikan dalam berbagai macam aspek yang meliputi hukuman

niat, cara, korban, dan tabiat. 34

Dari paparan diatas ada kesan yang kuat bahwa di dalam

menjatuhkan hukuman, kepentingan korban kejahatan dan kepentingan

33 A. Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), h. 25 – 27.
34 A. Hanafi, asas-asas hukum pidana Islam, h. 6 - 7
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pelaku kejahatan harus dipertimbangkan secara seimbang, dengan demikian

rasa keadilan masyarakat bisa tercapai. 35

Sehingga berawal dari itu semua tentunya sanksi bagi pelaku

penganiayaan berbeda-beda pula tergantung seberapa besar akibat yang

ditimbulkan karena tujuan hukum yang telah disampaikan diatas ialah

mencegah kemaksiatan serta menciptakan keamanan dan ketentraman bagi

umat manusia.

Firman Allah swt dalam Q.s. al- Baqarah 178

Artinya  :
Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan
orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba
dengan hamba, wanita dengan wanita, maka barang siapa yang mendapat suatu
pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara
yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang
memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu

35 A. Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), h. 34.
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keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui
batas sesudah itu maka baginya siksa yang amat sangat pedih. 36

Sebelum kita mengetahui hukuman yang diperuntukan bagi pelaku

penganiayaan tentunya ada baiknya melihat terlebih dahulu berbagai macam

pelukaan diantaranya sebagai berikut :

1. Pelukaan pada badan atau organ tubuh (al-Jurh) yaitu : 37

Pelukaan yang dilakukan oleh seseorang bilamana seseorang merusak

anggota tunggal atau yang berpasangan milik orang lain, maka ia wajib

membayar diyat sepenuhnya. Dan bilamana ia merusak salah satu dari

anggota yang berpasangan maka ia wajib membayar diyat setengah.

Manusia mempunyai organ-organ tubuh, diantaranya ada yang

merupakan organ tunggal, seperti hidung lisan / lidah dan penis. Dan juga ada

organ-organ yang berpasangan, seperti kedua mata, kedua daun telinga, kedua

bibir, kedua janggut, kedua tangan, kedua kaki, kedua belah pelir, kedua buah

dada wanita, kedua buah dada kaki, kedua pantat, dan kedua bibir kemaluan

wanita. Dan ada juga organ-organ yang lebih banyak dari itu.

2. Pelukaan pada muka dan kepala (Asy – Syajjal)

Pelukaan asy-syajjal ialah pelukaan yang dilakukan seseorang yang

mengenai batok kepala atau muka dan kepala.

Jenis-jenis pelukaan itu ada sepuluh diantaranya sebagai berikut :

36 Depag.RI, Alqur’an dan terjemahnya . h. 52
37 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terjemah A. Ali, Fiqih Sunnah  jilid 10, h. 106-107



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

34

1. al-Kharishah, adalah luka yang hanya sedikit menembus kulit.
2. al-Badhi’ah, adalah luka yang menyentuh daging sesudah kulit.
3. ad-Daamiyah / Ad-Damighad, adalah luka yang mengeluarkan darah.
4. al-Mutalahimah, adalah luka yang masuk ke daging.
5. as-Simhaaq, adalah luka yang menyisakan antara luka dalam dengan

tulang hanya selaput tipis.
6. al-Muwadhohah, adalah luka yang sampai ke tulang sehingga tampak

tulangnya.
7. al-Hasmiyah, adalah luka yang sampai mematahkan tulang dan

meremukannya.
8. al-Munqilah, adalah luka yang sampai ke tulang dan mematahkannya

sehingga tergeser dari tempatnya.
9. al-Ma’muumah, adalah luka yang sampai kepada selaput batok kepala.
10. al-Jaarifah, adalah luka yang dalam. 38

Jenis-jenis hukuman bagi pelaku penganiayaan

1. Qis ās  yaitu pembalasan yang serupa dengan perbuatan atau

pengerusakan anggota badan atau menghilangkan manfaatnya dengan

pelanggaran yang dibuatnya.

2. Diyat ialah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindakan

kejahatan, kemudian diberikan kepada si korban kejahatan atau walinya.

Diyat meliputi denda sebagai pengganti qis ās dan denda selain

qis ās . Dan diyat ini disebut dengan nama al-Aql (pengikat) karena

bilamana seseorang membunuh orang lain, ia harus membayar diyat

serupa unta-unta, kemudian unta-unta tersebut di ikat dihalaman rumah

wali si korban untuk diserahkan sebagai tebusan darah. 39

38 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terjemah A. Ali, Fiqih Sunnah  jilid 10, h. 107
39 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terjemah A. Ali, Fiqih Sunnah  jilid 10, h. 90-91
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3. Tazir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim

atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumnya

belum ditentukan oleh syari’at. Atau dengan kata lain kepastian

hukumnya belum ada. 40

Dalam kasus penganiayaan yang tidak mematikan atau melukai

yang tidak dapat dikenakan hukuman qis ās  dan tidak dapat pula di

ukur dengan diyat yang ditetapkan, dikenakan lain seperti di penjara

untuk masa tertentu yang berimbang dengan kejahatannya.

Seperti bunyi kaidah sebagai berikut :

دودبا لشبھا ت حادرءواا

Artinya  : “Hindari (penjatuhan) hukuman had (karena) adanya kesamaran
     (syubhat). 41

Berdasarkan uraian diatas terdapat jenis-jenis hukuman penganiayaan,

tetapi hukuman bagi pelaku penganiayaan yang berakibat luka berat tentunya

lebih spesifiknya dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Qis ās  anggota tubuh

Penjelasan mengenai anggota yang wajib terkena qis ās  dan

yang tidak, ialah setiap anggota yang mempunyai ruas (persendian) yang

40 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terjemah A. Ali, Fiqih Sunnah  jilid 10, h. 151
41 Rahmat hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), h.144
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jelas, seperti siku dan pergelangan tangan, ini wajib terkena qis ās .

Adapun anggota-anggota tubuh yang tak bersendi tidak terkena

qis ās , sebab pada yang pertama mungkin bisa dilakukan

persamaan tetapi yang kedua tidak bisa. Dengan demikian orang yang

memotong jari di qis ās  pada persendiannya ; qis ās  potong

tangan pada pergelangan tangan atau siku; qis ās  pemotongan kaki

pada pergelangan kaki. Dan begitu pula pencongkelan mata, pemotongan

hidung, memangkas telinga, merontokkan gigi, memotong penis, atau

memotong buah pelir.

Persyaratan qisās  anggota tubuh

Dalam qis ās  anggota tubuh di syariatkan tiga hal :

1. Jangan berlebihan, yaitu pemotongan agar dilakukan pada sendi-sendi

atau pada tempat yang berperan sebagai sendi sebagaimana yang telah

disebutkan contoh-contohnya. Tidak ada qis ās pada pemecahan

tulang selain dari gigi, luka jaaifah, dan sebagian dari lengan, sebab

pada anggota-anggota tersebut tidak ada jaminan bisa terhindar dari

berlebihan dalam melaksanakan qis ās .

2. Ada kesamaan dalam nama dan lokasi, maka tidak dipotong tangan

kanan oleh sebab memotong tangan kiri, tidak tangan kiri karena

tangan kanan, tidak jari kelingking karena jari manis, dan juga tidak

sebaliknya, karena tidak ada kesamaan dalam hal nama. Tidak di
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qis ās  pula anggota asal, oleh sebab memotong anggota

tambahan, oleh sebab tidak ada persamaan dalam lokasi dan kegunaan,

akan tetapi anggota tambahan bisa di qis ās  oleh karena

sejenisnya dalam hal lokasi dan kejadiannya.

3. Adanya kesamaan antara kedua belah pihak pelaku kejahatan dan

korban dalam segi kesehatan dan kesempurnaannya. Oleh sebab itu

tidaklah diqishash anggota yang sembuh dengan anggota yang

lumpuh, dan juga tidak tangan yang utuh dengan tangan yang kurang

jari-jarinya, akan tetapi sebaliknya boleh, oleh sebab itu tangan yang

lumpuh di qis ās  karena memotong tangan yang sehat. 42

b. Qis ās  pada muka dan kepala

Penganiayaan yang dilakukan di muka dan kepala atau sekitar

batok kepala hanya luka al-Muwadhahah yaitu luka yang sampai ke

tulang sehingga tampak tulangnya saja yang dikenakan qis ās  itu pun

apabila dilakukan secara sengaja.

Dari deskriptif diatas dapat kita tarik suatu statement bahwa suatu

qis ās  mempunyai hikmah yang sangat besar yakni menjamin suatu

kelangsungan hidup dan ketaqwaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah

swt dalam Q.s. al-Baqarah ayat 179 :

42 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terjemah A. Ali, Fiqih Sunnah  jilid 10, h. 107
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Artinya  :  Dan dalam qis ās  itu ada (jaminan kelangsungan) hidup
bagimu hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertaqwa. 43

c. Diyat pada muka dan kepala

Mengenai hak pada pelukaan kepala yakni, apa yang dibayarkan,

karena fuqahā telah sependapat bahwa diyat dikenakan pada pelukaan

hasmiyah dikenakan sepersepuluh diyat. Pendapat seperti ini juga

diriwayatkan dari zaid bin tsabit r.a. tanpa seorang sahabat pun

menentangnya. Sedangkan Munaqqilah tidak diperselisihkan lagi bahwa

pada pelukaan munaqqilah dikenakan sepersepuluh diyat, dan separuh dari

sepersepuluh (5%) jika terjadi secara tidak disengaja. Sedangkan apabila

dilakukan dengan sengaja, maka jumhur ulama berpendapat tidak

dikenakan qis ās , karena dikhawatirkan akan menyebabkan

kematian. Pelukaan ma’mumah tidak diperselisihkan lagi dikalangan

fuqaha bahwa pelukaan ma’mumah tidak dikenakan qis ās  akan

tetapi dikenakan padanya sepertiga diyat. Dan luka Ja’ifah dikenakan

sepertiga diyat. 44

d. Diyat pada anggota tubuh

43 Depag.RI, Alqur’an dan terjemahnya h. 53
44 Ibn Rusdy, bidayatul mujtahid, Terjemah A. Abdurrahman, A. Haris, bidayatul mujtahid,

h. 585
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Sedangkan diyat pemotongan anggota badan jika terpotong secara

tak sengaja untuk bibir dikenai satu diyat penuh, tiap-tiap bibir setengah

diyat, dua telinga dikenai satu diyat penuh, tentang kelopak mata masing-

masing seperempat diyat. Kedua belah pelir dikenakan satu diyat penuh,

pelukaan atau pemotongan lidah yang terjadi secara tidak sengaja

dikenakan satu diyat, pelukaan pemotongan hidung seluruhnya maka

dikenakan diyat penuh, pemotongan alat kelamin laki-laki yang sehat

dikenakan diyat penuh. Jari-jemari masing-masing dikenakan diyat

sepuluh ekor unta, tiap-tiap gigi yang tanggal dari gusi dikenakan diyat

lima ekor unta. 45

Jadi hukuman diyat sebagai hukuman pengganti dari hukuman

qis ās  terhadap pelaku penganiayaan sengaja dilakukan apabila

hukuman qis ās  tersebut tidak dapat dilaksanakan. Meskipun

hukuman ini telah ditentukan oleh syarak, yang tidak mempunyai batasan

terendah atau tertinggi tetapi juga menjadi hak manusia, artinya si korban

atau walinya dapat memaafkan tanpa meminta dilaksanakan hukuman

qis ās dengan membayar ganti rugi atau tanpa meminta membayar

ganti rugi.

45 Ibn Rusdy, bidayatul mujtahid, Terjemah A. Abdurrahman, A. Haris, bidayatul mujtahid,
h. 586-595



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

40

BAB III
PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT LUKA

BERAT DALAM KUHP

1. Pengertian Penganiayaan yang berakibat luka berat

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan

penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan

penganiayaan adalah : 1

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)

2. Menyebabkan rasa sakit

3. Menyebabkan luka-luka

Dari uraian di atas beberapa tokoh mendefinisikan penganiayaan sebagai

berikut : Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang

dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. 2 penganiayaan ini jelas melakukan

suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain,

unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka

pada orang lain. Unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa

sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat

terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat

pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini

1 R.soesilo kuhp serta komentar komentarnya lengkap oasal pasal demi pasal, h. 120
2 Poerdarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia. h. 48

40
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harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan

akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk,

mengaruk dan sebagainya.

Menurut Sudarsono :

Dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah

perbuatan menyakiti, menyiksa atau bengis terhadap manusia atau dengan sengaja

mengurangi atau merusak kesehatan orang lain. 3

Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro :

Menyatakan bahwa : “Menurut terbentuknya pasal-pasal dari kitab Undang-

Undang hukum pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari

Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan

orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik

terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui

kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja

bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit. 4

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan yang

berakibat luka berat adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang

kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau

anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan

kategori luka pada pasal 90 (KUHP) yang berisi :

3 Sudarsono, Kamus Hukum h. 34
4 Wirjono Projodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indoneia h 67
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1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh
sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau
pekerjaan pencarian;

3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena

kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh

pelakunya dengan sikap permusuhan. Adapun penganiayaan tidak sengaja seperti

orang melempar batu dengan sengaja tetapi tidak bermaksud melempar orang dengan

sikap permusuhan seperti membuang batu lewat jendela ketika membersihkan rumah,

tiba-tiba mengenai orang lewat.

2. Dasar Hukum Penganiayaan yang berakibat luka berat

Secara umum, tindak pidana kejahatan tubuh pada KUHP disebut

“penganiayaan”. 5 Bila ditelusuri dari pengertiannya, maka penganiayaan merupakan

serangkaian tindak dengan kekerasan yang bisa mengakibatkan korban mendapatkan

beragam penderitaan yang menimpa fisik korban walaupun tidak menutup

kemungkinan bahwa dengan penganiayaan yang telah dialaminya, kondisi psikologis

korban juga akan terganggu karena adanya sebab-sebab tertentu. 6

Pengaturan mengenai penganiayaan harus selalu mengacu pada hak asasi

manusia karena rakyat menginginkan perlindungan atas hak-haknya. Disini

5 Laden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh h 50
6 www.pemantauperadilan.com, diakses tanggal 08 Desember 2008
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sebenarnya tidak hanya rakyat yang punya kepentingan akan tetapi pemerintah juga

yaitu membuat masyarakat jadi sadar hukum. Hak asasi manusia merupakan hak

dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langsung.

Hal ini termasuk pula hak yang harus diperoleh oleh para korban penganiayaan. Hak-

hak para korban ini harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh

diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Hal ini juga harus menjadi

pemikiran khusus dari sekian banyak alasan mengapa peraturan dan perlindungan

hukum terhadap pelaku penganiayaan harus dijaga dan dibuktikan pelaksanaannya,

tanpa memandang status korban.

Perbuatan penganiayaan sendiri merupakan bentuk pelanggaran hak asasi

manusia. Ini bisa dilihat berdasarkan Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 Pasal 1

angka 6 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu : 7

Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik
disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum
mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia
seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan
tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian
hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Selain itu, ada peraturan pada Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi :

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau
perlakuan yang kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat
kemanusiaannya. 8

7 UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 6, h. 3
8 UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 33 Ayat 1, h. 12

www.pemantauperadilan.com
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Dari Penjelasan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa penganiayaan

merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat diperhatikan oleh hukum, karena

pelanggaran ini sangat rentan terjadi dikalangan masyarakat. Bahkan hampir setiap

hari media masa maupun elektronik terisi oleh kejadian-kejadian tersebut.

Kalau kita lihat lebih lanjut sistemisasi dalam KUHP yang mengenai

penganiayaan yang berakibat luka berat terdiri dari :

a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP adalah :

 Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

b. Penganiayaan yang berakibat luka berat berencana yang diatur oleh Pasal

353 KUHP adalah :

 Mengakibatkan luka berat

c. Penganiayaan berat yang diatur Pasal 354 KUHP adalah :

 Mengakibatkan luka berat

d. Penganiayaan berat dengan berencana yang diatur Pasal 355 KUHP

adalah:

 Penganiayaan berat dan berencana

Selain daripada itu diatur pula pada bab XX (penganiayaan) oleh Pasal 358

KUHP, orang-orang yang turut pada perkelahian, penyerbuan, penyerangan yang

dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini sangat mirip dengan Pasal 170 KUHP sebab

perkelahian pada umumnya penggunaan kekerasan di muka umum. 9

9 Laden Marpaung,. Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh. h. 50
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Ujung pangkal permasalahan kasus-kasus penganiayaan yang berakibat luka

berat terdapat pada perbuatan kekerasan yang telah dilakukan oleh orang tertentu,

yang pada dasarnya, korban lebih lemah dari pada pelaku. Berdasarkan akibat yang

ditimbulkan oleh penganiayaan, maka kejahatan penganiayaan dapat diklasifikasikan

sebagai berikut :

b. Penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat

Hal ini diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP :

Jika perbuatannya mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan
pidana penjara paling lama lima tahun. 10

Pada penganiayaan ini tidak ada unsur rencana lebih dulu, tetapi menimbulkan

luka berat. Luka berat tersebut bukan merupakan tujuan akhir atau bukan tujuan yang

dikehendaki. Tujuan akhir bukan untuk menimbulkan akibat yang fatal sehingga si

korban tidak dapat menjalankan tugas secara normal, atau sakit yang ditimbulkan

tidak dapat disembuhkan secara sempurna. Tujuannya juga bukan untuk membunuh

korbannya melainkan hanya untuk menimbulkan rasa sakit. Namun di luar

kemampuan si pelaku, penganiayaan itu telah menimbulkan luka berat. Luka berat

menurut Pasal 90 KUHP berarti : 11

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh
sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau
pekerjaan pencarian;

3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;

10 KUHP dan KUHAP, h. 120
11 KUHP dan KUHAP, h. 36
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6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

c. Penganiayaan biasa yang direncanakan dengan akibat luka berat

Pada hakekatnya ini merupakan penganiayaan biasa. Tujuan si pelaku hanya

menimbulkan rasa sakit pada tubuh si korban. Dalam hal ini ada unsur berencana,

seperti halnya penganiayaan berencana. Kekhususan dari penganiayaan ini ialah

akibat yang ditimbulkan tidak hanya seperti yang dikehendaki dan direncanakan oleh

si pelaku, yaitu sekedar menimbulkan rasa sakit pada tubuh si korban dan si korban

mengalami luka berat.

Diatur pada Pasal 353 (2) KUHP

(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana
penjara paling lama empat tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah
dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 12

d. Penganiayaan berat

Diatur dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP

Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan
penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan bulan. 13

Dalam penganiayaan ini si pelaku bermaksud untuk menimbulkan luka berat

pada tubuh si korban. Penganiayaan yang diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP ini

berbeda dengan penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat yang diatur

dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP atau melukai berat lawan yang diatur dalam Pasal

12 KUHP dan KUHAP, h. 120
13 KUHP dan KUHAP, h. 121
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184 ayat (3) KUHP. Penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP

adalah penganiayaan biasa, tetapi diluar kehendak si pelaku si korban mengalami

luka berat, sedangkan yang diatur dalam Pasal 184 ayat (3) KUHP merupakan

perkelahian satu lawan satu yang mengakibatkan salah satu pihak mengalami luka

berat. Sedangkan penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP

dititik beratkan pada niat untuk melukai berat, luka berat dalam hal ini adalah tujuan

yang hendak dicapai oleh si pelaku. Unsur yang harus ada pasal pasal 351 ayat (1)

KUHP ini adalah ada niat sengaja menimbulkan luka berat dan luka berat yang

dikehendaki itu benar-benar terjadi, sehingga menimbulkan derita dan kerugian yang

lebih berat di pihak korban sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pengertian

penganiayaan berat sebagai berikut :

1. Tujuan penganiayaan ialah menimbulkan luka berat;

2. Benar-benar terjadi luka berat pada tubuh si korban;

3. Korban benar-benar mengalami salah satu atau lebih keadaan yang

disebutkan dalam Pasal 90 KUHP atau keadaan lain yang secara kasuistik

dapat digolongkan sebagai luka berat.

e. Penganiayaan berat berencana

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang

rumusannya sebagai berikut : 14

14 KUHP dan KUHAP, h. 121
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1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu,
diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam
dengan pidana paling lama lima belas tahun.

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada diatas tentang kejahatan yang berupa

penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat

berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (351 ayat 1)

dengan penganiayaan berencana (353 ayat 1). Kedua bentuk penganiayaan ini

haruslah terjadi secara serentak atau bersama. Oleh karena harus terjadi secara

bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur

penganiayaan berencana. 15

Sehingga dapat disimpulkan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih

dahulu kualitasnya sama dengan penganiayaan berat. Tujuan yang hendak dicapai

oleh si pelaku ialah menimbulkan luka berat pada tubuh si korban. Perbedaannya

hanya terletak pada adanya unsur berencana. Pertanggung jawaban si pelaku juga

akan berbeda, karena dalam penganiayaan berat berencana sudah ada perenungan

sebelum kejahatan tersebut dilakukan. Pada penganiayaan berat kemungkinan akan

mengakibatkan kematian korban. Jika penganiayaan sudah direncanakan, berarti

merencanakan timbulnya luka para atau gangguan kesehatan pada korban yang tidak

dapat dipulihkan. Kalau keadaan demikian dikehendaki dan direncanakan maka pada

hakekatnya kematian korban sudah dikehendaki oleh pelaku. Kemungkinan besar

matinya korban dikehendaki dan direncanakan terlebih dahulu timbulnya.

15 http//9-graker.blog.com, diakses tanggal 08 Desember 2008
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3. Unsur-Unsur Penganiayaan yang berakibat luka berat

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir

oleh perbuatannya, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan

karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir. 16

a. Kelakuan dan akibat;

b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal

mana oleh Van Hamel di bagi dalam dua golongan yaitu :

 Yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan

 Yang mengenai di luar diri si pembuat

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana misal penganiayaan

menurut Pasal 351 ayat 1 kitab Undang-undang hukum pidana berbunyi :

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun
delapan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus
rupiah” akan tetapi jika perbuatannya mengakibatkan luka-luka berat,
yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

d. Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan

dengan unsur-unsur di atas maka sifat pantang dilakukannya perbuatan ini

ialah sifat melawan hukumnya tersebut, tidak perlu dirumuskan lagi

sebagai elemen atau unsur tersendiri. Unsur tersebut dinamakan unsur

melawan hukum yang obyektif;

e. Unsur melawan hukum dalam rumusan delik yang ternyata, menunjukkan

keadaan lahir atau obyektif yang menyertai sifat melawan hukum atau

16 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana h. 58
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perbuatannya tergantung pada sifat bakunya terdakwa, jadi merupakan

unsur melawan hukum yang subyektif.

Untuk dapat melihat unsur yang penting adalah pada tujuan dari suatu

perbuatan itu sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari seseorang pelaku

perbuatan mana, merupakan perwujudan kehendak yang terletak pada sikap dan jiwa

untuk menyakiti orang lain.

Bila kita tarik dalam konteks pidana yang berkenaan dengan kejahatan

terhadap tubuh atau dengan kata lain penganiayaan yang dinamakan penganiayaan

menurut pasal 351 kitab Undang-undang hukum pidana adalah tindakan pidana yang

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 17

1. Perbuatannya menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

2. Tidak dengan maksud yang patut atau dengan kata lain melewati batas

yang diizinkan;

3. Sengaja dengan melawan hukum.

Dengan terselesainya dan terpenuhinya ketiga unsur dalam Pasal 351 kitab

Undang-undang hukum pidana maka dapatlah dikatakan bahwa tindak pidana

penganiayaan telah dilakukan, karena telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 351

kitab Undang-undang hukum pidana tersebut bila dihubungkan dengan penganiayaan

yang mengakibatkan luka berat maka selain unsur-unsur diatas tentunya harus ada

unsur yang dapat dikatakan sebagai unsur tambahan itu perbuatan tersebut

menimbulkan luka berat yang sesuai dengan kategori pasal 90 KUHP..

17 KUHP dan KUHAP, h. 120
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4. Sanksi Pelaku Penganiayaan yang berakibat luka berat Menurut KUHP

Di dalam konteks ini kita harus melihat hukuman dari sudut hukum pidana

atau hukum kriminal, di mana hukuman diartikan dengan suatu tindakan yang “tidak

enak untuk dirasakan” yang dijatuhkan oleh Negara c.q Hakim dalam suatu

persidangan pengadilan, sanksi pidana menurut teori yang telah dikemukakan,

mempunyai tujuan yang terarah, yaitu selain untuk melindungi masyarakat dari segala

perbuatan jahat atau yang menyesatkan, menakut nakuti mereka yang akan berbuat

jahat atau yang melanggar hukum, yang terpenting adalah untuk menginsafkan,

menyadarkan dan memperbaiki jiwa dan tingkah laku mereka yang terpidana. 18

Penganiayaan selama ini tidak pernah berakhir dan juga sulit untuk diakhiri.

Tindakan ini sendiri semakin meningkat akibat krisis multi dimensional yang

berkepanjangan.19 Pihak kepolisian Republik Indonesia tidak boleh tinggal diam

dalam menghadapi peningkatan kasus penganiayaan ini. Penjatuhan pidana terhadap

kasus penganiayaan bukanlah satu-satunya sarana yang efektif unyuk menekan angka

kekerasan. Dalam kasus ini, menurut pihak kepolisian, yang lebih penting adalah

menanamkan pemahaman dua persepsi di dalam masyarakat tentang hukum secara

bertahap dan mendetail karena hal ini merupakan sarana ampuh untuk mengurangi

terjadinya penganiayaan dan tindakan kriminal yang lain.

Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat berbagai

sanksi yang diperuntukkan bagi pelaku penganiayaan diantaranya sebagai berikut :

18 Rien G. Kartasopoetra, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap. h. 75
19 Pernyataan Kasetrim, Polres Kutai Inspektur Satu (Iptu) Polisi Suharno

www.pemantauperadilan.com, diakses tanggal 08 Desember 2008
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1. Penganiayaan biasa yang berakibat luka berat diatur dalam Pasal 351 KUHP.

Menurut rumusan Pasal 351 (ayat 2)

Pelaku penganiayaan disini dikenakan pidana penjara paling lama lima

tahun.

2. Penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat direncanakan terlebih

dahulu diatur dalam Pasal 353 KUHP.

Menurut rumusan Pasal 353 (ayat 2)

Pelaku penganiayaan dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun 20.

3. Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP.

Menurut rumusan Pasal 354 (ayat 1)

Pelaku penganiayaan berat diancam hukuman penjara paling lama delapan

tahun.

4. Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu diatur dalam Pasal

355 KUHP.

Menurut rumusan Pasal 355 (ayat 1)

Pelaku penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas

tahun21.

Pidana sanksi yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat

ditambah sepertiga apabila.

a. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah,
istrinya atau anaknya.

20 KUHP dan KUHAP, h. 120
21 KUHP dan KUHAP, h. 121

www.pemantauperadilan.com
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b. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau
menjalankan tugasnya yang sah.

c. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi
nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum 22.

22 KUHP dan KUHAP, h. 121
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BAB IV
ANALISA FIQIH JINAYAH TENTANG PENGANIAYAAN

YANG BERAKIBAT LUKA BERAT DAN SANKSI
HUKUMANNYA TERHADAP KETENTUAN PASAL 90 JO 354

AYAT  I KUHP

A. Analisa Fiqih jinayah terhadap luka berat pada pasal 90 KUHP.

Penganiayaan merupakan tindakan sewenang-wenang terhadap orang lain

dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain yang dilakukan dengan sengaja

mengurangi atau merusak kesehatan orang lain 1. Penganiayaan ini terkadang

menimbulkan akibat yang fatal bagi korban yaitu luka berat. Dalam KUHP luka

berat Diatur dalam pasal 90 KUHP.

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh
sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.

- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan
pencarian.

- Kehilangan salah satu panca indra
- Mendapat cacat berat
- Menderita sakit lumpuh
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan 2.

Dalam hukum pidana Islam terdapat pula berbagai luka-luka yang

dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, misal

dalam pelukaan muka dan kepala (asy – syajjal) 3

1 Sudarsono, Kamus Hukum, h. 34
2 KUHP dan KUHAP, h. 32
3 Sayyid Sabiq,  fiqih sunah, terjemah, A. Ali, fiqih sunnah. jilid 10, h. 107

54
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1. Al – Muwadhohah, adalah luka yang sampai ke tulang sehingga tampak

tulangnya.

Luka ini dapat dikategorikan luka berat, karena akibat yang ditimbulkan

sangat membahayakan korban. Dapat kita bayangkan luka yang sampai

tampak tulangnya berarti perlakuan pelaku sungguh sangat kejam dan

tentunya perlakuan tersebut disengaja dan bahkan mungkin sudah

direncanakan terlebih dahulu.

2. Al – Hasmiyah, luka yang sampai mematahkan tulang dan meremukannya.

Luka ini dapat dikategorikan luka berat, karena akibat yang ditimbulkan

sampai membuat korban patah tulang dan meremukan tulang sehingga

dimungkinkan korban menderita sakit yang tidak dapat menjalankan aktivitas

sehari-hari bahkan bisa mengakibatkan kelumpuhan.

3. Al – Munqilah, adalah luka yang sampai ke tulang dan mematahkannya

sehingga tergeser dari tempatnya.

Luka ini dapat dikategorikan sebagai luka berat, karena membuat susunan

organ dalam diri manusia berubah. Sehingga dimungkinkan korban

menderita cacat.

4. Al – Ma’muumah, adalah luka yang sampai kepada selaput batok kepala.

Luka tersebut dapat dikategorikan sebagai luka berat karena mengakibatkan

kepala korban cedera sehingga dimungkinkan korban menderita gangguan

daya pikir selama kurun waktu tertentu.
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5. Al – Jaarifah, adalah luka yang dalam.

Luka tersebut dapat dikategorikan sebagai luka berat karena akibat yang

ditimbulkan adalah luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama

sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.

Bila kita lihat dari pemaparan diatas luka berat merupakan luka yang sangat

membahayakan kesehatan korban, karena luka tersebut dapat mengakibatkan

kecacatan. Dalam kutip telah dijelaskan berbagai luka berat. Luka-luka tersebut

merupakan luka yang diakibatkan perbuatan yang dilakukan dengan unsur sengaja.

Karena perbuatan melukai itu ada kalanya menyebabkan kebinasaan pada salah satu

anggota badan orang yang dilukai. Jika terjadi pelukaan yang membinasakan anggota

badan, maka yang disebut kesengajaan padanya adalah manakalah pemukulan

anggota badan, maka yang disebut kesengajaan padanya adalah manakalah

pemukulan terhadap korban itu disertai dengan kemarahan dan dengan menggunakan

alat yang pada galibnya dapat melukai. 4

Islam adalah agama yang sangat melindungi hak dan martabat individu, hak-

hak tersebut diantaranya adalah hak asasi. Hak ini merupakan hak yang memberi

keleluasaan bergerak diberbagai jagad luas, guna mencapai kesempurnaan dan

kesuksesan dalam bidang, maddiyah maupun, manawiyah. Karena itulah setiap

penghapusan atau pengurangan atas hak manusia dianggap sebagai tindak kriminal. 5

Sehingga islam tidak membenarkan apapun alasan yang digunakan bilamana seorang

4 Ibn Rusdy, bidayatul mujtahid, Terjemah A. Abdurrahman, A. Haris, bidayatul mujtahid,
h. 554

5 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terjemah A. Ali, Fiqih Sunnah  jilid 10, h. 39
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melukai orang yang berakibat luka berat. Karena dampak negatif yang ditimbulkan

sangat besar yaitu menyebabkan kematian pada orang lain.

 Firman Allah dalam surat al qashas ayat 83 dan artinya.

Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin
menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan
(yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa 6.

Disamping perlindungan hak diatas islam juga melarang pengguguran

janin setelah ditiupkan ruh ke dalamnya, kecuali ada sebab autentik yang

mengharuskan pengguguran, seperti kekhawatiran akan nyawa ibunya dan

lain sebagainya 7.

Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan luka. Luka berat dalam

pasal 90 KUHP merupakan luka. Luka berat yang dilakukan atas unsur

kesengajaan. Islam sendiri pun sangat melindungi keutuhan jiwa dan raga

manusia. Oleh karena itu, memelihara dan melindungi jiwa wajib bagi

manusia. Karena itulah luka berat yang Diatur dalam KUHP pasal 90

merupakan luka yang sangat berbahaya sehingga hukum pidana islam menilai

bahwa luka tersebut merupakan luka yang dapat membahayakan jiwa raga

manusia. Sesungguhnya islam meletakkan penghormatan terhadap jiwa,

6 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,  h. 781
7 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terjemah A. Ali, Fiqih Sunnah  jilid 10, h. 24
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sehingga tidak ada seorangpun yang menganggap remeh masalah ini. Dan

juga membuat orang bertindak preventif terhadap apa yang berkaitan dengan

jiwa dan darah, serta menutup rapat- rapat kemungkinan penggunaan sarana

kejahatan. 8

B. Analisa Fiqih Jinayah Terhadap sanksi hukuman pada pasal 354 ayat I

KUHP

Tujuan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan

umum disyariatkan hukum, yaitu untuk merealisasikan kemasyarakatan umat dan

sekaligus menegakkan keadilan.

Hukum yang ditegakkan dalam syariat Islam mempunyai dua aspek, yaitu:

1. Preventif (pencegahan)

2. Represif (pendidikan)

Dengan ditetapkan kedua aspek tersebut akan dihasilkan satu aspek

kemaslahatan (positif), yaitu terbentuknya moral yang baik, maka akan menjadi

masyarakat menjadi aman, tentram, damai, dan penuh dengan keadilan, karena

moral yang dilandasi agama akan membawa perilaku manusia sesuai dengan

tuntunan agama. 9

Sesuai dengan tujuan pokok menurut syariat Islam ialah demi mencapai

kemaslahatan bagi individu dan masyarakat, dengan demikian hukum yang baik

adalah :

8 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terjemah A. Ali, Fiqih Sunnah  jilid 10, h. 24
9 Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam, h.53
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1. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat.

2. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada

kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki

beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Demikain pula sebaliknya, bila

kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman maka

hukuman diperingan.

3. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan

berarti membalas dendam. Melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya.

Seperti dikatakan oleh Ibn Taimiyah bahwa hukuman disyariatkan sebagai

rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cermin dari keinginan Allah untuk

Ihsan kepada hamba-Nya.

4. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh

kedalam suatu maksiat. 10

Sedangkan menurut hukum pidana positif, hukum mempunyai tujuan yang

terarah yaitu selain untuk melindungi masyarakat dari segala perbuatan jahat atau

yang menyesatkan, manakut-nakuti mereka yang akan berbuat jahat atau yang

melanggar hukum, yang terpenting adalah untuk menginsafkan, menyadarkan dan

memperbaiki jiwa dan tingkah laku yang terpidana.

Dari uraian Diatas dapat kita simpulkan bahwa hukum pidana Islam dan

hukum pidana positif dalam hal ini adalah kitab Undang-undang hukum pidana

(KUHP) mempunyai tujuan yang sama dalam hal memberikan suatu sanksi bagi

10 A. Djazuli Fiqih Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam) h. 26-27
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para pelaku kejahatan meskipun jenis hukuman yang diberikan berbeda-beda.

Akan tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu selain memberi jera pelaku agar

tidak mengulangi perbuatannya juga mendidik atau memberikan arahan agar

memperbaiki jiwa dan moralitas yang dimiliki orang tersebut.

Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, sebaliknya

masyarakat mengaharapkan manfaat dalam pelaksanaan hukum, karena itu sendiri

adalah untuk manusia. Selanjutnya pelaksanaan hukum itu harus adil, yakni siapa

saja yang melanggar hukum itu harus dihukum diadili sesuai dengan ketentuan

undang-undang yang berlaku.

Hukum pidana Islam, sebagai bagian dari hukum Islam dalam arti luas,

juga memiliki tujuan melindungi kebutuhan hidup utama manusia yang dikenal

sebagai maqashidusy asyari’ah al-khamsah, yaitu din (agama), jiwa, akal pikiran,

harta dan keturunan. 11

Dari sini dapat kita lihat keunngulan hukum Islam, yakni semua pelaku

bertanggung jawab atas tindakan yang menjadi sebuah sebab dari terlukanya

seseorang. Dari ketentuan diatas tentunya ada hal yang menurut rasio / akal

sebagian terdapat suatu ketidakadilan.

Dengan adanya hukuman qisās bagi semua pelaku tindak kejahatan

adalah adil, karena hal ini dipandang sebagai sebab akibat yakni tindak

penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku merupakan suatu rangkaian tindakan

yang menyebabkan terlukanya korban.

11 Topo Santoso, mengebumikan hukum pidana Islam, h. 40
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Pada hakekatnya semua hukuman itu adalah hikmah yang sangat besar

dan berharga, yakni dengan diberlakukannya qis ās terhadap semua pelaku

penganiayaan yang menyebabkan luka-luka pada korban, hal ini akan menjadi

suatu peringatan bagi orang lain. Maka semua orang tidak akan dengan mudah

melakukan suatu penganiayaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam

surat al-Baqarah ayat 179 yang mana telah disampaikan dalam bab sebelumnya

yang artinya “Dan dalam qis ās itu ada (jaminan kelangsungan) hidup

bagimu hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertaqwa”.

Ayat ini memberikan gambaran bahwa qis ās  diterapkan demi

menciptakan kelangsungan hidup antar sesama manusia.

Namun demikian dalam penerapam qis ās tidak boleh sembarangan,

melainkan melalui pengkajian yang sangat teliti. Adapun syarat-syarat qis ās

antara lain :

1. Pelaku berakal

2. Sudah mencapai umur baligh

3. Motivasi kejahatan sengaja

4. Hendaknya darah orang yang dilukai sederajat dengan darah orang yang

melukainya. 12

Disini letak keutamaan hukum Islam yang sangat menghargai dan

melindungi setiap manusia, selain itu qis ās juga merupakan senjata atau alat

12 Sayyid Sabiq,  fiqih sunah,  terjemahan. A. Ali fiqih sunah Jilid 10 h. 73
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yang paling ampuh berdasarkan syariat untuk mencegah timbulnya tindak pidana

tersebut.

Dari ayat tersebut menerangkan bahwa hukum pidana Islam sangat

memperhatikan produksi jiwa manusia hal ini dibuktikan dengan penerapan

hukuman bagi pelaku kejahatan, yakni dengan cara pemberian keringanan

hukuman apabila hal ini dimungkinkan akan tetapi diharapkan membayar Diat

sebagai bentuk pergantian hukuman serta memberikan perlakuan baik sesama

manusia yaitu memerdekakan hamba sahaya. Selain itu apabila suatu tindak

kejahatan dilakukan terhadap seorang yang mana pelaku tidak mempunyai harta

benda sebagai pengganti atau penebus dosanya, maka diharapkan menunaikan

ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah swt dengan cara berpuasa selama dua

bulan berturut-turut, ini semua sebagai taubat dengan harapan pelaku kejahatan

lebih-lebih tindakan sewenang-wenang terhadap manusia tidak terulangi lagi. Hal

ini semua membuktikan hukum pidana Islam merupakan hukum yang mampu

bertenderensi dalam segala zaman, serta menepis ungkapan yang menyatakan

hukum pidana Islam adalah hukum kejam.

Penganiayaan berat merupakan suatu bentuk Jarimah atau tindak pidana

yang sangat berbahaya bagi keselamatan jiwa seseorang. Bagaimanapun luka

berat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut dapat menyebabkan kondisi korban

dalam keadaan luka parah.

Dalam hukum pidana Islam, penganiayaan berat akan mendapatkan

hukuman qis ās , yaitu hukuman yang setimpal dengan apa yang
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diperbuatnya. Misal jika ia memotong tangan seseorang maka harus dibalas pula

dengan memotong tangan. Namun tidak menutup kemungkinan dalam

menentukan hukuman-hukuman terhadap tindakan Jarimah penganiayaan yang

mengakibatkan luka berat tidak menetapkan dengan hukuman Qis as , akan

tetapi mengganti hukuman diyat atau ganti kerugian kepada pihak korban atau

walinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat an-Nisa ayat 92

yang mana telah diuraikan di bab sebelumnya yang artinya :

“Dan tidak layak bagi seseorang mukmin membunuh (yang lain) kecuali
karena tersalah (tidak sengaja) dan barang siapa membunuh seorang mukmin
karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang
beriman serta membayar diyat. Yang diserahkan kepada keluarganya (si
terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si
terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka hendaklah
(si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin, dan jika ia (si
terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai, antara mereka
dengan kamu) maka hendaklah (si terbunuh) serta memerdekakan hamba
sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya maka
hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara
taubat kepada Allah. Dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha
bijaksana 13.

Menurut penulis penganiayaan yang mengakibatkan luka berat merupakan

tindakan pidana yang sangat berat. Hal ini dapat dilihat dari sanksi hukuman yang

tercantum pada pasal 354 ayat I kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), bab

XX tentang penganiayaan yang menyatakan bahwa :

13 Depag.RI, Alqur’an dan terjemahnya  An Nisa’ ayat 92. h. 172
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“Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan

penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”. 14

Sanksi hukuman tersebut sesuai dengan dampak yang diakibatkan

penganiayaan berat yang sangat merugikan orang lain, karena jika seseorang

tersebut kehilangan salah satu anggota tubuhnya yang merupakan alat yang sangat

vital bagi manusia dalam menjalankan aktivitas dalam kesehariannya. Maka dapat

menyebabkan kondisi kesehatan seseorang menurun, kadang merasa dirinya

tercela karena tubuhnya tidak sempurna lagi seperti sedia kala, aktivitas hidupnya

terhambat, bahkan tidak sedikit akibat hilangnya salah satu anggota tubuh merasa

dirinya seperti orang yang sudah mati. Jadi penganiayaan yang mengakibatkan

luka berat tersebut dapat mengakibatkan penderitaan yang panjang bahkan dapat

pula seumur hidup bagi korban, baik secara fisik maupun psikis.

Bila kita lihat realitas yang ada tentunya banyak sekali kasus-kasus yang

terjadi dalam hal penganiayaan yang berakibat luka berat baik dialami oleh istri,

anak bahkan saudaranya sendiri. Hal tersebut mencerminkan betapa murahnya

kekerasan yang terjadi dalam masa sekarang. Allah Swt menciptakan manusia

sebagai makhluk sosial yakni makhluk yang tidak dapat hidup tanpa bantuan

orang lain. Akan tetapi makhluk manusia tersebut tidak dapat mencermati hal

tersebut, mereka bila mendapatkan suatu ujian dari illahi jalan kekerasan yang

dipilih. Yakni memperlakukan tindakan sewenang-wenang terhadap orang lain.

14 KUHP dan KUHAP, h. 121
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Pada dasarnya, ajaran Islam dapat dibedakan menjadi dua kelompok.

Pertama, ajaran Islam yang bersifat absolut, universal dan permanen, tidak

berubah dan tidak dapat diubah. Termasuk kelompok ini adalah ajaran Islam yang

tercantum dalam al-Qur’an dan Hadis mutawatir yang penunjukannya telah jelas

(qat’i ad-dalalah). Kedua, ajaran Islam yang bersifat relatif, dapat berubah dan

diubah. Termasuk kelompok kedua ini adalah ajaran Islam yang dihasilkan

melalui proses ijtihad. Dengan demikian, ajaran Islam ada yang bersifat absolut

(qat’iyah) dan ada pula yang bersifat relatif (zanniyah.) 15

Oleh karena itu, jenis-jenis hukuman yang telah ditetapkan dalam al-

Qur’an dan hadis Nabi tidak harus diterapkan secara harfiah. Tetapi jenis dan

bentuk hukuman apapun dapat dibenarkan selama dapat berfungsi sebagai

pencegah serta mampu mewujudkan tujuan persyari’atan hukum pidana Islam.

Oleh karena itu perumusan hukuman yang sejalan dengan kondisi masa kini dapat

dibenarkan pula. Sedangkan hukuman yang ditetapkan dalam al-Qur’an dan hadis

Nabi hanya dipandang sebagai batas maksimal yang diterapkan manakala bentuk

hukuman lain tidak dapat mewujudkan tujuan hukuman tersebut.

Dalam semua sistem hukum pidana, perhatian yang paling utama

diberikan kepada bentuk hukuman yang akan dibebankan kepada setiap pelanggar

hukum. Dengan demikian, studi yang dilakukan terhadap teori hukuman tersebut

sesungguhnya merupakan langkah esensial untuk memahami suatu sistem hukum

pidana tertentu. Pada kenyataannya, aplikasi suatu sistem pidana apapun tidak

15 Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam, h.174
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akan mungkin dapat dijustifikasi tanpa suatu kejelasan bahwa teori tentang

hukuman yang dibangun di dalamnya dapat memenuhi tujuan dari sistem pidana

itu sendiri. Dalam praktik hukum pidana dan teori-teorinya, kerangka aplikasi

hukum Islam dalam sistem hukum pidana nasional diperlukan penafsiran-

penafsiran yang luas atas ayat-ayat atau nas yang semula ditafsirkan secara literer.

Penafsiran seperti dimaksud dapat dikemukakan seperti dalam mengartikan

“memotong tangan” atas pencurian dalam surat al-Maidah ayat 8 “al-sariq wa as-

sariqah faqta‘u aidiyahuma”. Kata faqta’u diartikan “memotong” bukan dalam

arti harfiah, melainkan makna “memotong” itu sendiri yang berarti memutuskan

berbagai daya dan kemampuan si pelaku pidana agar tidak memungkinkan

melakukan pencurian ulang atau dipenjara yang dijatuhkan bagi para pencuri. Hal

ini merupakan sanksi hukuman menyimpang dari hukum Islam.dengan

menerapkan hukum seperti ini, maka fungsi hukuman dalam bentuk zawajir telah

dilaksanakan, praktek ini bisa dalam bentuk-bentuk seperti yang berkembang dan

lembaga kemasyarakatan. 16

Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan sanksi yang diterapkan pada

KUHP terlebih lebih dalam hal penganiayaan berat yang tertuang dalam pasal 354

ayat 1 adalah :

Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan
penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. 17

16 Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam, h.175
17 KUHP dan KUHAP, h. 120
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Sanksi ini cukup relevan dengan tujuan hukum pidana islam walaupun

menurut hukum pidana islam pelaku penganiayaan yang berakibat luka berat

dikenakan sanksi qis ās atau diyat. Akan tetapi, satu hal yang perlu dicatat

adalah hukum pidana islam merupakan sistem hukum yang paling kuat

pengabdosiannya terhadap aspek penjerahan bila dipandang dengan sistem pidana

lain. Islam memandang sifat penjerahan merupakan hal yang paling utama dalam

pemberian hukuman. Kekentalan sifat penjerahan dalam teori hukum dalam

islam, baik penjerahan terhadap si pelaku maupun masyarakat inilah yang

umumnya mendukung pandangan teori penjerahan ini sebagai motivasi di balik

ayat-ayat tentang pemberian hukuman. 18

Hukum qis ās  sulit atau juga tidak mungkin untuk ditetapkan di

Indonesia. Karena, selain agama yang dianut rakyat Indonesia yang majemuk juga

adanya pandangan bahwa syariat Islam itu kejam, itu karena mereka tidak paham

hukum Islam dan tidak melihat secara utuh dan masih ragu-ragu dengan wahyu

illahi serta diterima dengan emosi mereka memandang bahwa hukum qis ās

rajam dan lainnya adalah bukti kekejaman Islam. Adanya qis ās  ditunjukkan

supaya manusia takut dan jera melakukan kejahatan

Sehingga dari deskriptif diatas meskipun hukuman dalam KUHP hanya

berupa penjara atau kutugan tetapi mempunyai tujuan yang sama dengan hukum

pidana islam yaitu mendidik dan pencegahan kalau kita simak lagi dalam pasal

354 ayat 1. pelaku dikenakan penjara kurungan delapan tahun dalam waktu

18 Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam, h.176-177
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delapan tahun tersebut tentunya pelaku dapat merenung serta menyesali

perbuatannya, hal inilah yang disebut sebagai pendidikan dan pencegahan serta

keadilan bagi korban dan pelakunya.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemahaman dan analisa skripsi ini, maka akan diberikan

kesimpulan serta saran sebagai berikut :

1. Penganiayaan berat menurut hukum Pidana Islam adalah perlakuan sewenang

wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain atau

menyiksa orang lain yang mengakibatkan luka parah pada seseorang yang

teraniaya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak menimbulkan kematian.

2. Sedangkan sanksi yang diperuntukkan bagi pelaku penganiayaan berat

menurut hukum Pidana Islam adalah pelaku dikenakan hukuman qis ās

apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan. Selain

hukuman qis ās  terdapat pula hukuman diat hukuman ini sebagai

pengganti hukuman qis ās , hukuman diyat merupakan hukuman denda,

mengenai besar kecilnya denda yang diperuntukkan bagi pelaku tergantung

akibat yang ditimbulkan.

B. Saran

Skripsi ini masih jauh dari sempurna karena terbatasnya literatur yang

diperoleh dan dimiliki penulis. Untuk itu perlu adanya penyempurnaan dan

penambahan-penambahan yang bisa lebih membantu dalam memahami

69
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penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ditinjau dari KUHP dan hukum

pidana Islam.

Sebagai penutup, penulis bersimpuh do’a dan syukur kehadirat illahi rabbi

karena seiring dengan perjalanan hidup yang penuh dengan badai ini, akhirnya

penulis bisa menyelesaikannya, walau dalam lubuk hati penulis sangat sadar

bahwa karya ini jauh sekali dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik sangat

penulis harapkan demi lebih sempurnanya karya penulisan ini.

Terakhir kepada Allah-lah penulis berserah diri dan semoga mendapat

ampunan-Nya bila terdapat kesalahan-kesalahan. Amin !!!



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Qodir Awdah, at tasyri al jina’i al islami jus 2, 1968

A. Djazuli, fiqih jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam islam), Jakarta, PT.
Raja Grafindo Persada, 2000.

A. Hanafi, Asas-asas hukum pidana islam, Jakarta, bulan bintang, 1990.

Ibnu Rusdy, Bidayatul Mujtahid, Terjemah A. Abdurrahman,
A. Haris Bidayatul Mujtahid Jilid 3, Semarang, Asy-Syifa’, 1990

Makrus Munajat, Dekontruksi hukum pidana islam, Jogjakarta,
Logung Pustaka, 2004.

Marpaung Laden, Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh
(pemberantasan dan prevensinya), Jakarta, sinar Grafika, 2000.

Moeljatno, KUHP, Jakarta, Bumi aksara, 2001

Moeljatno, Asas-asas hukum pidana, Jakarta, PT. Bineka Cipta, 1993

Pius, A. Partanto, kamus ilmiah populer, Surabaya Aloka 1994.

Prodjodikoro Wirjono, Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia,
Bandung. PT. Eresco, 1986.

Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah),
Bandung, CV. Pustaka Seha, 2000.

Rien. G. Karta Sapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap,
Jakarta, Bina Aksara, 1988.

Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, Bandung, CV. Asmico, 1985.

Sudarsono, Kamus hukum, Jakarta PT. Rineka Cipta, 1992

Sayyid Sabig, Fiqih sunnah, Terjemah A. Ali Fiqih sunah jilid 9 dan 10,
Bandung, PT. Al-Ma’arip, 1995.

R. Soesilo, KUHP serta komentar- komentarnya lengkap pasal demi pasal,
Bogor, Politeria, 1991

Topo Santoso, Membumikan hukum pidana Islam (penegakan syariat dalam wacana
 dan agenda), Jakarta, Gema Insani Pers, 2003.

WJS Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta,
Balai Pustaka, 1984.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8

……, Amandemen UUD 1945, Surabaya, mydha, 2002

……, Depag RI, Al Qur’an dan terjemahnya, Semarang,
PT. Karya Toha Putra, 1998.

……, KUHP dan KUHAP, Jakarta, Restu Agung, 2005

……, UU tentang Pengadilan HAM 2000 dan UU HAM 1999,
Bandung, citra Umbara, 2001

Website

http//q-qhaker.blog.com

www.pemantauperadilan.com

72

www.pemantauperadilan.com

